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DENGAN RAHMAT TUHHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa schubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis
Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

bahwa untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan
perlu dilakukan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor
agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor. ‘

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962),

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 14 ‘Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

~ Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

6.

10.

11

13.

14.

15.

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3685, scbagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(l.embaran Ncgara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 125,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527),

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528);,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1993 Nomor
63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor 3529),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);,
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. Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 ‘Tahun 2000 (entang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(I.embaran Necgara Recpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(L.embaran Ncgara Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984

tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negen Sipil;
g g ) 4

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang

Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kercla
Gandengan, Kercta Tempelan, Karoseri dan Bak  Muatan  serta
Komponen-komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 07 ‘Tahun 1993 tentang
Tata Cara Pemcriksaan Persyaratan Tcknis dan Laik Jalan Kendaraan
Bermotor di Jalan;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tala
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 ‘Fahun 2003 tentang Pedoman
&, -~

Opcerasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pencegakan Peraturan
Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tcknis Penyclenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di
Propinsi Sumatera Barat,

Peraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (I.embaran Dacrah Kota Padang Panjang
Tahun 2001 Nomor 43 Scri Ii. 43);

Pcraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor | Tahun 2004 tcentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
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30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

31.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang
Panjang (Lembaran Dacrah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72
Seri D. 15);

Peraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang
Panjang (Lembaran Dacrah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 76
Seri D. 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAIl TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

o

9

10.

Dacrah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistim dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tahun 1945.
Kepala Dacrah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang mclakukan usaha maupun yang tidak mclakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perscroan
lainnya, Badan Usaba Milik Ncgara atau Dacrah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang scjenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.

Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang
Panjang.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
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Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olch orang pribadi atau badan .

. Retribusi  Pengujian Kendaraan  Bermotor  yang, sclanjutnya  discbut

Retribusi adalah Pungutan Dacrah scbagai pembayaran atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor yang disclenggarakan oleh Pemerintah
Dacrah untuk kepentingan serta dinikmati orang pribadi atau badan.

. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah scrangkaian kegiatan menguji

dan/atau  memeriksa  bagian bagian  kendaraan  bermotor,  kercla
gandengan, kercta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan
secara berkala dalam rangka pemudahan terhadap persyaratan teknis dan
laik jalan.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

tcknik yang berada pada kendaraan itu.

. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Mobil bus adalah sctiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lcbih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil barang adalah sctiap kendaraan bermotor selain sepeda motor,
mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri
dan dirancang untuk ditarik olch kendaraan bermotor.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan scbagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknya. '
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor sclain dari pada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang
penggunaannya untuk keperloan kKhusus atau mengangkut barang-barang,
khusus.

Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurul peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

wakfu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPAORD,
adalah surat yang digunakan olch Wajib Retribusi untuk melaporkan data
Objck Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang  menurut - peraturan perundang-
undangan Retribusi Dacrah.

_Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat

yang olch Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

Surat Ketetapan Rctribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah
sural ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
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27. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karcna jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. '

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

30. Surat  Keputusan Kcberatan adalah surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pcmungutan olch pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuha

pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam’
rangka mclaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

Daerah.

32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian.
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pcgawai Ncgeri Sipi} yang
sclanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objck retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang

meliputi
"a. mobil bus;
b. mobil penumpang umum,
c. mobil barang;
d. kendaraan khusus;
c. kereta gandengan;
. kercta tempelan; dan
g. kendaraan lain yang scjenis.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah kendaraan milik Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
retribusi pengujian kendaraan bermotor.




BAB 11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum .
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUN;‘\AN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan
frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.
BADB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditctapkan dengan mempertimbangkan biaya
penyelenggaraan pengujian.

(2) Biaya penyelcnggaraan pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang
berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(3) Belanja opcrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. pengadaan cat untuk tanda uji,
b. scgel;dan
c. pembayaran bunga pinjaman.

(4) Belanja modal schagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. pengadaan tanah;
b. rumah uji dan bangunan lainnya;
c. peralatan uji;dan
d pembayaran pokok pinjaman
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(5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk [ (satu) tahun anggaran.

(6) Bclanja modal untuk rumah uji dan bangunan lainnya scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan peralatan uji sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hurul ¢ dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai
rumah uji, bangunan lainnya dan peralatan uji.

(7) Struktur dan besarnya tarif ditctapkan scbagai berikut :

a. Biaya Administrasi Rp. 5.000,-
b. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor:
- Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Rp. 15.000,-

- Mobil Penumpang, Scpeda Motor Roda Tiga untuk — Rp. 10.000,-
angkutan barang, kereta gandengan/tempclan.
- Biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji samping  Rp. 4.000,-

- Biaya tanda uji, kawat dan segel Rp. 5.000,-
¢. Retribusi penggantian mesin kendaraan bermotor Rp. 25.000,-
d. Retribusi penilaian prosentasc teknis kendaraan bermotor
- Scpeda motor Rp. 25.000,-
- Mobil penumpang, mobil bus, mobil barang Rp. 50.000,-
BAB VIl

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang tcrutang dipungut di wilayah Dacrah tempat pelayanan
pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAB VIl

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan atau
ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditctapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipcrsamakan. ~

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.




9.
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap scrta ditanda tangani olch Wajib Retribusi atau

kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan olch Kepala Dacrah.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan mencrbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD  atau

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan SKRDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan olch

Kcpala Daerah.
BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKS1 ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perscratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD. ~
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BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi yang tcrutang harus dilunasi sckaligus dimuka
untuk satu kali masa retribusi,

Tata cara pcmbayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Kepala Dacrah.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIIIAN
Pasal 17

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menycbabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan  Retribusi - mclalui BUPLN  dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib Relribus.i dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT,dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
discrtai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan kebceratan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

Kcberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDILB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kckuasaannya.




(5) Kcberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

(6)

(1
(2)

3)

(H

(2)

(3)

(4)
(5)

(0)

pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap scbagai surat keberatan,
schingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak
tanggal surat kcberatan diterima, harus mecmberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan,

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi

yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan, kecberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga scbesar 2 % (dua perseratus) scbulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.
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Pasal 21

(1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi  diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sckurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jclas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pengembalian kclebihan -~ pembayaran retribusi  dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperbitungkan dengan utang
retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1)
pembayaran dilakukan dengan cara  pemindahbukuan  dan  bukti
pemindahbukuan juga berlaku scbagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Kepala Dacrah  dapat  memberikan  pengurangan, keringanan  dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembcbasan retribusi
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan  retribusi, kedaluwarsa sctclah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
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retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila :

.

b.

diterbitkan surat teguran; atau
ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XIX
KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT

Pasal 25

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan
Retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 26

(1) Terhadap Dinas Perhubungan yang bertugas scbagai pemungut Retribusi
diberikan upah pungut schesar 5% (lima perseratus).

(2) Kectentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
dengan Keputusan Kepala Dacrah,

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah
diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

b.

d.

mencrima, mencari, mengumpulkan dan mencliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lengkap dan jelas,
mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah,
meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
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meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti  dan atau melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
scbagaimana dimaksud pada huruf'e;

memotret sesecorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didengar kcterangannya dan diperiksa
schagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI1
KETENTUAN PIDANA -

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakan kcwajibannya  schingga
merugikan kcuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXH
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Buku uji berkala, tanda uji berkala dan tanda samping yang diterbitkan
scbelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai
berak hir masa berlakunya.

(2) Sctelah berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pcraturan Dacrah ini.
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BADB XXIIH
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Dacrah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-Kota Padang
Panjang,.

Ditetapkan di : Padahg /Panjang
pada tanggal guptes 2005 M
lagds 1426 1

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal | %{__%Fig;yi?;r_z_()(ls Y
[0 Syalbao |4 |

Pit. gm(mr;['@ i ADANG PANJANG,

e

1LEMBARAN DAERAI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 N()MOR'.S.-%!. SERI C.Z
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PENJELASAN
: ATAS
PERATURAN DAERAH PADANG PANJANG
NOMOR F TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Und

Indang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 te
I:crubahan atas Updang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Dae:e:m;%
lcralu.r.an Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah, maka Rc?rTG i
Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Jenis Retribusi ya;lg dil;ungut |oll::SI:

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhad(q
kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan ‘ "

Bahwa pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor tersebut
merupakan fasilitas dan jasa yang discdiakan Pemerintah Dacrah untuk dimanfaatkan olch
a >

pemegang kendaraan bermotor, sehingga perlu dipungut retribusinya.

Untuk mewujudkan maksud terscbut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - Cukup jelas.
Pasal 2  : Cukup jelas.
Pasal 3 - Cukup jelas
Pasal 4  : Cukup jelas
pasal 5  : Cukup jelas
pasal 6 : Cukup jclas
pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
pasal 9 - Cukup jelas
pasal 10 : Cukup jelas
pasal 11 : Cukup jelas
pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
pasal 14 Cukup jelas
pasal 15 : Cukup jelas
pasal 16 : Cukup jelas
pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
pasal 19 1 Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
pasal 22 : Cukup jelas
pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas




Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

-17-



